LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NO. 16 2005 SERI. C

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 8 TAHUN 2005

TENTANG
SEMPADAN SUMBER AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sumber air merupakan unsur lingkungan
' ~ yang vital, yang mewadahi air sebagai salah satu
sumberdaya alam yang menjamin berlanjutnya
kehidupan dan sumber air serta menjadi sarana
pengendali daya rusak air yang mengancam
kehidupan, sehingga pada sumber air perlu
ditetapkan adanya penyangga, pemisah dan
pelindung berupa daerah sempadan,
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b. bahwa pengaturan mengenai daerah sempadan,
garis sempadan dan pembangunan di pinggir
sumber air dalam Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Tingkat 1 Jawa Barat Nomor 20 Tahun
1995 tentang Garis Sempadan Sungai dan
Sumber Air dan Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun
1997 tentang Pembangunan di Pinggir Sungai
dan Sumber Air, sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan saat ini;

¢c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada
huruf a dan b tersebut di atas, perlu pengaturan
kembali sempadan sumber air serta menata
bangunan dan atau sarana prasarana fisik
lainnya yang didirikan di daerah sempadan
sumber air, yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Sempadan
Sumber Air;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11  Tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara tanggal 4 Jufi 1950) jo.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4010);

2. [Undang-Undang Nomor 5 fahun  1960]
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
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3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3419);

4. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3501);

5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan  (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3888) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4412);

7. {Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 |tentang
umber Daya Air (Lembaran Negara lahun 2004

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4377);
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8. |Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
i embaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang

Jalan (tembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443);

10. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1987
tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara
Tahun 1982  Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3225);

11. |Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991|
- T[entang Rawa {Lembaran  Nedara  Tahun
1991 Nomor 35, (Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3409);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991|
lentang Sungai (Lembaran Neoara Tahun 1991
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3441);
13. Peraturan Pemerintah  Nomor 27 Tahun 1999
tentang Analisis  Mengenai  Dampak

Lingkungan  (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3838);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun| 2001
en@ang Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
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15. [Peraturan Pemerintah Nomor 827 Tahun Z001]
tentang - Pengelolaan  Kualitas Air  dan
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4161);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004
tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4385);

17. |Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990

tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa 3arat Nomor 7|

T Al DN 5 D~ nAfA,.»: ’\l/\hr\y
PAtivly v G u_OnG X\_,H]L,ux Ly
Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3
Seri D);

19. Peraturan _ Daerah _ Provinsi __Jawa  Barat|
Nomor 3 Tabhun 2001 tentang Pola Induk
Pengelolaan Sumberdaya Air di Provinsi Jawa
Barat . (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor
1 Seri C)

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 |
Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1
Tahun 2004 tentang Rencana Strategis
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

http://www.bphn.go.id/


http://www.bphn.go.id/data/documents/01pp082.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04pp016.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/90kp032.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/00pdprovjabar002.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/01pdprovjabar003.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/03pdprovjabar002.pdf

